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ABSTRAK 
 
ANDI NUR ALAMSYAH (B111 09463), KEDUDUKAN SAKSI NON-
MUSLIM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN 
PERADILAN AGAMA dibimbing oleh Arfin Hamid sebagai 
Pembimbing I, dan Mustafa Bola sebagai Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi 
pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan tuntutan hak asuh 
anak dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak seorang suami. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar dengan 
melakukan wawancara terhadap hakim dan juga kuasa hukum dari pihak 
suami yang mengajukan tuntutan hak asuh anak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya asas 
keislaman adalah asas utama yang melekat pada undang-undang 
peradilan agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan 
dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama 
hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah yang 
menjadi dasar kewenangan pengadilan agama di lingkungan peradilan 
agama. Saksi non-muslim di Pengadilan Agama dapat di terima. 
Mengenai kedudukan saksi, antara saksi muslim dan saksi non-muslim 
diperlakukan sama. Jika dalam proses berperkara, pihak yang berperkara 
mengajukan beberapa saksi untuk memberikan kesaksiannya maka yang 
lebih diutamakan untuk dimintai kesaksiannya adalah saksi yang 
beragama islam.kekuatan pembuktianya disamakan dengan saksi muslim. 
Namun Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-
orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan. Alasan atau 
faktor diterimanya perkara kesaksian non-muslim sebagai alat bukti dalam 
perkara perceraian, karena kewenangan lembaga atau institusi,dimana 
permasalahan yang terjadi di masyarakat yang selalu berkembang dan 
adanya faktor menyimpang dari aturan hukum yang ada. Selain itu saksi 
tersebut betul-betul  menyaksikan kejadian yang didalilkan pihak yang 
berperkara. Kemudian perkara yang sudah ada membutuhkan suatu 
penyelesaian. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan 
masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat 
diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut 
menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan 
kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak 
masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang 
ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. 
Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan 
kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi Hukum 
Acara perdata sangat menentukan. Hukum Perdata Materiil tidak dapat 
dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara 
Perdata .  
Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang 
tata cara mengajukan perkara kepada pengadilan, bagaimana pihak 
tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para 
hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan 
dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh 
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penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan 
tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telahdiatur dalam 
hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.  
Diharapkan dengan adanya Hukum Acara Perdata ini, para pihak 
yang bersengketa dapat memulihikan hak-haknya yang telah dirugikan 
oleh pihak lain melalui pengadilan. tidak main hakim sendiri. Dalam 
Hukum Acara Perdata ini diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan 
oleh masing-masing pihak yang  berperkara secara seimbang didepan 
sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum acara 
perdata termasuk dalam ruang lingkup hukum privat (Private Law) 
disamping Hukum Perdata Materiil. Hukum Acara Perdata disebut 
Hukum Perdata Formil, karena ia mengatur tentang proses penyelesaian 
perkara melalui pengadilan sesuai dengan norma-norma yang telah 
ditentukan secara formal. 
Pada prinsipnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama 
adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada 
Pengadilan di lingkungan Peradilan umum kecuali yang telah diatur 
secara khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam memeriksa dan 
menyelesaikan sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya 
dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yaitu diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah 
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Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 
Kompilasi Hukum Islam. 
Secara kelembagaan, subtansi, dan kultural lembaga peradilan 
agama dapat disebut sebagai Peradilan islam. menurut Cik Hasan Bisri 
apakah lembaga Peradilan Agama di Indonesia sama dengan lembaga 
peradilan Islam (Al-Qadha fil Islam), maka perlu dibutuhkan landasan 
yang logis dan ditunjang oleh data empiris, secara sederhana ada 
beberapa landasan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi 
Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam, yaitu pertama; landasan 
teologis yang mengacu pada kekuasaan dan kehendak Allah yang 
berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan. ( Abdul Manan, 
2007 : 256)  
Kedua; landasan historis yang menghubungkan mata rantai 
paeradilan agama dan peradila Islam, yang menurut pandangan fuqaha 
dan pakar hukum islam, tumbuh dan berkembang sejak masa 
Rasullulah. Ketiga; landasan yuridis yaitu mengacu pada dan konsisten 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik 
Indonesia. Keempat; landasan sosiologis yang menunjukkan bahwa 
peradilan Agama merupakan pruduk interaksi antara elite Islam dengan 
elite nasional lainnya, terutama penguasa(the ruling elite). (Abdul Manan, 
2007 : 256) 
Dari definisi diatas jelas bahwa lembaga peradilan dimaksud 
khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. Sedangkan selebihnya, bagi 
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orang-orang yang beragama bukan Islam seperti Kristen, Hindu dan lain-
lain tidak termaksud di dalamnya. Hal itu menunjukkan pula bagi umat 
Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang 
hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut ajaran 
Islam, walaupun tidak seluruh macam perkara merupakan wewenang 
Peradilan Agama.(Gatot Supramono, 1993 : 6) 
Melihat kondisi sekarang, hidup era globalisasi menyebabkan 
kodisi  kehidupan yang semakin kompleks dan kondisi masyarakat dari 
segala segi terjadi pembauran. Misalnya lingkungan pemukiman yang 
tidak hanya dihuni oleh penduduk yang beragama muslim tetapi juga 
dihuni oleh penduduk yang beragama non-Muslim. Lingkungan 
pendidikan atau bahkan lingkungan pekerjaan terjadi pembauran antara 
penduduk yang Muslim dengan Penduduk yang beragama non-Muslim. 
Kemungkinan berperkara antara orang muslim dengan orang non-
Muslim tetap ada, dan juga banyak peristiwa hukum yang terjadi diantara 
orang muslim yang disaksikan oleh orang non-muslim. 
Membicarakan saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di 
dalam persidangan mejelis hakim, dalam hal ini ada dua hal yang perlu 
mendapat perhatian yaitu kesaksian non-muslim sesama non-muslim 
dan kesaksian non-muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting 
dibicarakan karena dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi kedua 
hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara. Imam malik, Imam Syafi’i 
dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat 
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diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama 
mereka berbeda. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam 
surat al-Baqarah ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang 
bukan Islam , bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-
orang yang ridho kepada kaum muslimin. (Abdul Manan, 2000 : 231) 
Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta 
dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan 
saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk 
menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasiq, sedangkan orang 
Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak 
berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima 
berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat 
derajatnya, sedangkan agama islam melarang yang demikian. (Abdul 
Manan, 2000 : 231) 
Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-
orang non-muslim terhadap orang islam tidak diperkenangkan secara 
mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah 
kekuasaan (tauliyah), sedangkan orang-orang non-muslim tidak 
berkuasa atas orang-orang mulim sebagaiman tersebut dalam an-Nisa’ 
ayat 140 dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi 
orang-orang non-mulim berkuasa atas orang-orang muslim. Demikian 
juga tersebut dalam surah at-Thalaq ayat 2 dikemukakan bahwa, Allah 
SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar 
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dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang 
Islam). (Abdul Manan, 2000 : 232) 
Para ahli hukum di kalangan Hanabilah membolehkan kesaksian 
dari saksi non muslim atas orang-orang islam dalam bidang wasiat 
apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain 
yang dapat diangkat menjadi saksi di kalangan orang islam, kecuali 
mereka yang beragama non muslim. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam 
Syafi’i menolak kesaksian orang-orang muslim secara mutlak kecuali 
dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim 
terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Dan yang lebih penting adalah 
para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan saksi 
antara status saksi sebagai syarat hukum Islam dengan status saksi 
sebagai alat bukti. (Abdul Manan, 2000 : 234) 
Apabila ia tidak dibenarkan memberikan kesaksian di pengadilan 
tentu akan merugikan orang islam. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, 
serta kenyataan yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan Negara 
Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya 
pemikiran jauh kedepan tentang hadirnya saksi non-muslim dalam 
persidangan Pengadilan Agama. Maka status keabsahan orang non-
muslim dalam memberikan kesaksian dan kedudukan saksi non-muslim 
di peradilan agama menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian-uraian di 
atas melatarbelakangi penulis untuk menyusun skripsi dengan judul 
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“Kedudukan Saksi Non-Mulim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan 
Peradilan Agama”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Untuk mencapai subtasi dan tujuan penulisan, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut.  
1. Bagaimana kedudukan saksi non-muslim dalam praktik hukum 
acara di lingkungan Peradilan Agama? 
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi nonmuslim dalam praktik 
hukum acara di lingkungan Peradilan Agama? 
1.3. Tujuan Penulisan  
Adapun  tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui keabsahan saksi non-muslim dalam praktik 
hukum acara di Peradilan Agama. 
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi non-muslim dalam 
praktik hukum acara di Peradilan Agama. 
1.4. Manfaat Penulisan 
Dengan penulisan kedudukan saksi non-muslim dalam praktik 
hukum acara di lingkungan peradilan agama semoga memberikan 
manfaat dalam hal antara lain: 
1. Teoritis 
Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum 
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yang memiliki kaitan dengan persoalan kesaksian non muslim , 
sehingga dapat mengungkap permasalahan permasalahan dan 
menemukan solusinya. 
2. Praktis 
a. Bagi masyarakat 
Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam upaya penyelesaian permasalahan-
permasalahan hukum Islam kontemporer yang sedang dihadapi 
oleh umat Islam sekaligus dapat memberikan wawasan dan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum Islam selalu 
berkembang dan dinamis. 
b. Bagi Pengadilan Agama 
Bagi kalangan praktisi hukum dengan hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberi sumbangsih dan masukan yang 
bermanfaat dan berharga dalam melaksanakan tugas . Selain 
itu juga agar pengadilan agama dapat memberi solusi 
pemecahan terbaik bagi para pencari keadilan sehingga 
masyarakat puas dan mendapatkan keadilan atas kinerja 
penegak hukum dalam mengambil suatu keputusan. 
c. Bagi Akademisi 
Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini 
dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan 
pengkajian lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan 
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referensi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang 
mungkin timbul di kemudian hari. 
d. Bagi penulis 
Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 
maupun pembentukan pola fikir dalam pembaharuan perdata 
Islam sehingga dapat menjadi pedoman di dalam melangkah 
meniti kehidupan sosial bermasyarakat. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Pengertian Pembuktian 
Saksi dalam hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum 
Pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari 
kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat 
dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu 
perselisihan terhadap suatu hal di muka pengadilan, di mana seseorang 
mengaku bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak 
lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang 
itu. Jadi pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim tentang 
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu 
sengketa. (Abdul Manan, 2000:225) 
Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan 
penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk 
mendukung dan membenarkanhubungan hukum dan peristiwa-peristiwa 
yang di dalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang 
diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit pembuktian hanya diperlukan 
sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih 
disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara 
pihak-pihak yang berperkara. (Yahya Harahap, 1991:01) 
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Yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para 
pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-
dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang 
dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. 
(R. Subekti, 1978:5) 
Pasal 163 HIR ditentukan bahwa “Barang siapa yang mengatakan 
ia mempunyai hak atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk 
menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka 
orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. 
Pasal 1865 BW ditentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa 
ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun 
untuk membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa 
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dari bunyi 
pasal tentang pembuktian sebagaiman tersebut di atas, dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan 
tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh 
pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran 
dan keabsahannya. (Sarwono, 2011:236) 
Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah maksudnya Membuktikan 
berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang 
dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti 
konvensionil Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif 
sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan (a)kepastian yang 
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didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (conviction intime), (b) 
kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction raisonnee), 
Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis Didalam ilmu 
hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak 
yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan 
adanya bukti lawan.(Sudikno Mertokusumo, 1988:158) 
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa 
pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan 
hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para 
pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa 
di muka majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil 
yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-
dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. 
Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim 
menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah 
dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(Abdul Manan, 2000:129) 
Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu 
peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum 
membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan 
hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim 
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adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran 
yang dicari adalah kebenaran materiil. Dalam praktik Peradilan, 
sebenarnya seorang hakim dituntut untuk mencari kebenaran materil 
terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Karena tujuan pembuktian 
itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada 
hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Kebenaran formil yang 
dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-
batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. (Abdul Manan, 
2000:129) 
2.2. Jenis-jenis Alat Bukti 
Alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 
1866 BW yang mana pada intinya adalah sebagai berikut. 
a. Alat bukti dengan surat atau tertulis 
b. Alat bukti saksi 
c. Alat bukti persangkaan-persangkaan 
d. Alat bukti pengakuan 
e. Alat bukti sumpah 
Macam macam alat bukti tersebut di atas sebenarnya masih kurang 
karena dalam praktik persidangan masih ada bukti lain lagi, yaitu: 
a. Bukti tentang pemeriksaan setempat 
b. Bukti tentang keterangan ahli 
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Untuk lebih jelasnya tentang macam-macam alat bukti dalam 
hukum acara perdata akan dibahas lebih lanjut satu persatu sebagaimana 
disebutkan di bawah ini. (Sarwono, 2011:241) 
2.2.6 Alat bukti dengan surat atau tertulis 
Alat bukti berupa surat atau tertulis ini dapat berupa surat yang 
dibuat secara tertulis baik oleh para pihak yang berperkara secara di 
bawah tangan atau dibuat oleh pihak lain yang karena jabatanya 
mempunyai hak untuk itu. Alat bukti berupa surat atau tertulis terdapat tiga 
macam yaitu: 
a Akta Autentik, alat bukti berupa akta autentik diatur dalam pasal 
165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868 BW, yang dari ketiga 
pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan akta autentik adalah suatu surat yang dibuat secara tertulis 
oleh pejabat umum yang karena jabatanya mempunyai wewenang 
untuk itu.   
b Akta di Bawah Tangan, yang diatur dalam Pasal 286-288 RBg dan 
Pasal 1874-1875 BW. Yang dimaksud dengan akta di bawah 
tangan adalah suatu surat tertulis yang dibuat sendiri oleh para 
pihak atas kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh 
para saksi. (Sarwono, 2011:247) 
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2.2.7 Alat Bukti dengan Saksi 
Alat bukti berupa saksi dalam praktik hukum acara perdata di 
persidangan peradilan sangatlah penting karena berfungsi untuk 
menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara, 
khususnya kejadian atau peristiwa perbuatan hukum para pihak yang 
pembuatanya dilakukan di bawah tangan, keberadaan saksi sangatlah 
penting karena apabila salah satu pihak yang mengingkari dapat dijadikan 
alat bukti yang sah. Dengan adanya saksi tersebut apabila dikemudian 
hari timbul suatu permasalahan, maka saksi yang melihat, mendengar, 
mengalami langsung peristiwa hukumnya dapat dijadikan alat bukti yang 
sah untuk memperkuat adanya kejadian atau peristiwa hukumnya. 
(Sarwono, 2011:255) 
2.2.8 Alat Bukti Persangkaan 
Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpula 
yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang 
terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal (Pasal 1915 BW). Dari 
pengertian alat bukti persangkaan menurut BW tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persangkaan adalah 
kesimpulan-kesimpulan sementara terhadap terjadinya suatu peristiwa 
hukum berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim yang belum 
terbukti tentang kebenarannya. Dari kesimpulan tersebut jelaslah bahwa 
alat bukti berupa persangkaan-persangkaan di dalam hukum acara 
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perdata terdapat dua macam yaitu persangkaan menurut undang undang 
(Pasal 1916 BW) dan persangkaan berdasarkan keyakinan hakim. 
(Sarwono, 2011:267) 
2.2.9 Alat Bukti Pengakuan 
Alat bukti berupa pengakuan dalam hukum acara perdata apabila 
pihak tergugat atau pihak lawan dalam perkara di persidanagan telah 
mengakui adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya 
pembuktian. Namun, jika ternyata dalam suatu perkara pengakuan 
seseorang terhadap hak kepemilikan atas suatu benda baik bergerak 
maupun tidak bergerak dan terjadinya suatu peristiwa hukum disangkal 
oleh pihak lawan, maka pihak yang disangkal tersebut harus dapat 
membuktikan adanya bukti hak kepemilikan atas bendanya dan bukti atau 
saksi yang melihat dan mendengar terjadinya peristiwa hukum yang 
dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara. (Sarwono 2011:273) 
Pengakuan dalam hukum acara perdata menurut pasal 1923 BW 
terdapat dua macam yaitu: a) Pengakuan di muka Hakim. Pengakuan di 
muka hakim yang telah disumpah baik itu dilakukan sendiri oleh yang 
bersangkutan maupun melalui kuasa hukumnya dan tidak disangkal oleh 
pihak lawannya, maka pembuktian dari pengakuan tersebut telah 
sempurna dan kekuatan pembuktianya mutlak (Pasal 1925 BW jo. Pasal 
174 HIR jo. Pasal 311 RBg). Pengakuan yang semacam ini masuk dalam 
pengakuan yang murni karena pihak lawan atau tergugat membenarkan 
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secara keseluruhan gugatan penggugat dan tidak mengadakan 
perkawanan atas gugatan penggugat. (Sarwono, 2011:273) 
Yang selanjutnya adalah, b) Pengakuan lisan di luar Persidangan. 
Pengakuan lisan di luar sidang pengadilan secara yuridis tidak dapat 
dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna karena pengakuan tersebut 
dilakukan tidak dengan sumpah, kecuali pengakuan lisan di luar 
persidangan yang dilakukan oleh saksi, walaupun tanpa disumpah 
pengakuannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. 
Pengakuan lisan di luar persidangan tanpa disumpah berharga tidaknya 
pengakuan tersebut sebagai alat bukti sepenuhnya tergantung 
pertimbangan hakim dalam menilai sebuah pengakuan (Pasal 1927 dan 
1928 BW jo. Pasal 175 HIR jo. Pasal 312 RBg). (Sarwono, 2011:274) 
2.2.10 Alat Bukti Sumpah 
Yang dimaksud dengan alat bukti sumpah adalah sumpah yang 
diucapkan seseorang di muka hakim untuk memberikan keterangan yang 
sejujur-jujurnya tentang kejadian suatu peristiwa hukum dalam suatu 
perkara. Dalam pengucapan sumpah di muka hakim umumnya 
disesuaikan dengan agama yang dianut oleh seseorang yang akan 
disumpah karena pengucapan sumpah yang disesuaikan dengan agama 
atau keyakinannya dimaksudkan agar yang bersangkutan setelah 
disumpah dapat memberikan keterangan yang jujur terhadap terjadinya 
peristiwa hukum yang didengar, dialami dan dilihatnya secara langsung 
tanpa adanya unsur kebohongan. (Sarwono, 2011:279) 
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Alat bukti berupa sumpah dalam hukum acara perdata sangatlah 
penting di dalam persidangan karena keterangan di atas sumpah dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap suatu peristiwa hukum 
yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara. Dalam pemeriksaan di 
persidangan pengadilan apabila tidak ada alat bukti lain dalam suatu 
perkara, maka sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan 
juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk 
menentukan suatu putusan apabila dinyatakan dengan jujur tanpa adanya 
rekayasa. (Sarwono, 2011: 280) 
2.3. Pandangan hukum Islam terhadap jenis alat bukti saksi  non- 
muslim 
Menurut Drs. H. Roihan A Rasyid, SH, MH (1994-156) bahwa alat 
bukti saksi, dalam hukum islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) 
atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah 
yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah 
manusia hidup. Yang dimaksud dengan syahadah yaitu keterangan orang 
yang dapat dipercaya di depan sidangPengadilan dengan lafadh 
kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam 
pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan disini kesaksian yang 
didasarkan atas hasil pendengaran, seperti syubhat. Menurut Muhammad 
Salam Madzkur (1993:104). Para Jumhur Fuqaha menyamakan 
pengertian pengertian kesaksian (syahadah) dengan bayyinah 
(pembuktian). (Abdul Manan, 2000 : 255) 
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Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat 
bahwakesaksian saksi non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, 
baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda karena orang 
yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang 
yang bukan Islam, 
bukanlah orang bersifat adil dan bukan dari orang yang ridha 
kepada kaum muslim, Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka 
dusta dan fasiq sehingga tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian 
mereka berarti memaksa hakim untuk memutus dengan kesaksian yang 
dusta dan fasiq. Sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan 
kesaksian orang yang bukan Islam, karena jika kesaksian mereka diterima 
berarti sama dengan memuliakan dan mengangkat derajat mereka, 
sedangkan Islam melarang yang demikian itu. (Ibnu Rusyd, 1989 : 685) 
Menurut Ibnu Ruyd dalam kitabnya Biayatul Mujtahid bahwa secara 
garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam 
memeriksa saksi yaitu : 
1. Adil 
2. Dewasa 
3. Islam 
4. Merdeka bukan budak 
5. Beritikad baik memberikan kesaksiannya di dalam persidangan. 
(Ibnu Rusyd, 1989 : 684) 
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Al Mahalli berpendapat bahwa masalah sifat adil di dalam seorang 
saksi merupakan suatu hal yang pokok yang telah disepakati oleh kaum 
muslimin dalam menerima kesaksian seseorang, dan syarat adil yang 
hakiki adalah menjauhkan diri dari semua dosa-dosa besar, juga 
menjauhkan diri dari terus menerus melakukan dosa kecil. Dengan 
melakukan dosa besar dan dosa kecil dalam segala bentuknya, maka 
hilanglah sifat keadilannya. (Ibnu khazim : 319)  
Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang 
non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan , hal ini karena 
kesaksian itu adalah masalah tauliyah ( kekuasaan ) sedangkan orang-
orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Sedangkan 
perceraian dengan alasan-alasan tertentu atau secara kasuistik, seperti 
halnya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang 
terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi ( Pasal 19 huruf f PP 
Nomor 9 Tahun 1975 ), hakim menerima kesaksian dari saksi keluarga / 
orang dekat para pihak tanpa mempersoalkan agama. Hal ini sesuai 
dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Para ahli Hukum Islam di kalangan 
Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-
orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan ( 
musafir ) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari 
kalangan orang Islam. (Ibnu Rusyd, 1989 : 686)  
21 
Menurut Ibnu Mudzin, pendapat ini dipakai juga oleh syuraih, An 
Nukha’I dan Al Ausat dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. 
Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian non muslim, syuraih 
mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang non muslim yang ahli 
kitab saja, sedang yang lain mengatakan bahwa non muslim adalah 
mencakup semua orang di luar Islam. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam 
Syafi’I menolak kesaksian non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal 
yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim terhadap suatu 
peristiwa. Sifat darurat ini merupakan alasan yang diterapkan juga oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Qaidah 
Fiqhiyah :“Kesempitan itu menurut syara’ bisa ditiadakan dan diterima “ 
(Abdul Wahab : 349 ) 
Dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi tersebut 
dapat mengungkapkan kebenaran dan saksi non muslim pun ada yang 
dapat dijamin kepercayaanya sehingga kesaksiannya dapat diterima 
sebagai alat bukti. Sedangkan alasan diterimanya saksi non muslim yang 
adalah bahwa saksi bukan sebagai syarat Hukum sebagaimana syarat 
sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan syari’at sebagaimana hadist 
Nabi SAW yang diriwayatkan oleh HR.Daruqthni : “ Tidak sah nikah 
kecuali ada wali dan dua orang saksi ”. (Ibnu Rusyd, 1989 : 416) 
Akan “tidak sah” disini berarti menunjukkan bahwa saksi nikah 
merupakan syarat dalam perkawinan, dengan demikian tidak adanya 
saksi saat ijab qabul dinyatakan tidak sah. Saksi dalam perkara 
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perceraian di Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai alat 
pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang bersifat qadhaan 
yaitu guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang 
dipersengketakan oleh pihak yang berperkara sehingga jika saksi tersebut 
telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima sebagai alat bukti. 
Seperti hal sidang penyaksian Ikrar Talak, Majelis Hakim mensyaratkan 
saksi harus muslim, karena saksi dalam persidangan tersebut suami 
kepada istrinya sehingga hal ini saksi sebagai syarat hukum yang 
berkaitan dengan diyanatan. Kalangan sahabat berpendapat bahwa 
mempersaksikan thalak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya 
talak. Ali bin Ali Tholib pernah berkata kepada orang yang bertanya 
tentang talak bahwa talak yang tidak dipersaksikan dengan dua orang 
laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Alqur’an adalah 
bukan thalak yang sah. (Sayid sabit, 1978 : 35) 
2.4. Pandangan Islam terhadap nilai bukti Kesaksian 
Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa tidak 
meluas pada seorang saksi untuk menyaksikan melainkan apa yang ia 
ketahui. Mengetahui ada tiga segi yaitu:  
1. Sesuatu yang diketahui oleh saksi, jadi saksi tahu dengan mata 
kepala sendiri  
2. Sesuatu yang didengar oleh saksi, jadi saksi mengetahui sesuatu 
yang  didengar dari yang disaksikan  
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3. Sesuatu yang menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu  sesuatu yang 
kebanyakan tidak mungkin dilihat dan pengetahuannya 
Apa yang disaksikan seseorang terhadap orang lain bahwa ia 
berbuat sesuatu atau ia mengakuinya, maka tidak boleh melainkan 
dengan adanya dua hal  yaitu:  
1. Ia melihat dengan mata kepala sendiri  
2. Ia mendengar bersama adanya melihat ketika pekerjaan itu 
dilakukan.  
Ditambahkan pula oleh Sayyid Sabiq, yaitu saksi harus memiliki 
ingatan  yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada 
permusuhan).  Saksi juga disyaratkan tidak adanya paksaan atas 
dirinya.Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi dimaksudkan, orang yang 
memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa 
mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. 
Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap 
kesaksiannya.  Kesaksian seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya 
tidak selamanya  dapat di terima. Karena kesaksian yang dapat di terima 
adalah kesaksian yang telah  memenuhi Rukun tertentu. Adapun rukun 
kesaksian adalah sebagai berikut:  
a. orang yang bersaksi 
b. orang yang dikenai kesaksian 
c. objek yang disaksikan 
d. orang yang dipersaksikan 
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e. redaksi kata untuk bersaksi 
 (http://library.walisongo.ac.id/ Tinjauan Hukum Islam  Terhadap Kekuatan 
Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Hukum Acara Perdata. Diakses 
pada 14 oktober 2014) 
2.5. Pengertian dan Sumber Hukum Acara di Pengadian Agama 
2.5.3 Pengertian hukum acara peradilan Agama  
Dalam kajian hukum acara perdata peradilan agama ada beberapa 
istilah yang perlu dipahami, yaitu: Peradilan, berasal dari bahasa arab adil 
yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses 
mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian 
sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang 
berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam 
bahasa arab disebut al-qadha, artinya suatu proses mengadili dan proses 
mencari keadilan. Dalam bahasa belanda disebut recsthpraak. Dalam 
kaitannya dengan peradilan agama, pengertian peradilan tertuang dalam 
pasal 1 angka 1UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 
2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi pasal 2 UU No.7 
Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa “peradilan agama adalah salah 
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 
beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksuddalam 
undang-undang ini. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga 
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negara indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada 
pengadilan di Indonesia. 
 Pengadilan, merupakan pengertian yang lebih khusus 
adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan 
sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai 
kewenangan relatif dan kewenangan absolut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang menentukannya /membentuknya. Dalam 
bahasa arab disebut al-mahkamah, dalam bahasa Belanda disebut raad. 
Dalam pasal 1 angka 2, pasal 3A UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa 
di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan 
yang diatur dengan undang-undang. Pada penjelasan pasal ini 
diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama 
adalah pengadilan syari’ah Islam yang diatur dengan undang-undang. 
Sebagai contoh dari pengadilan khusus adalah peradilan syariah Islam di 
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut dengan istilah 
“Mahkamah Syar’iyah”, sepanjang kewenangannya menyangkut 
kewenangan peradilan Agama. Hal ini diatur dalam pasal 15 Ayat (2) UU 
No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. 
 Pengadilan Agama,  adalah suatu badan peradilan agama 
pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama (PTA), adalah badan 
peradilan agama tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di 
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, 
namun tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan 
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pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah provinsi. (pasal 1 angka 3 UU No. 3 Tahun 
2006). 
 Yang dimaksud dengan hukum acara perdata di sini adalah 
hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Pada 
pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 diterangkan bahwa hukum acara yang 
berlaku di pengadilan lingkungan peradilan agama adalah hukum acara 
perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, 
kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. 
2.5.4 Sumber hukum acara peradilan Agama 
Berdasrkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), hukum acara 
yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah 
sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan 
Peradilan Umum, di samping hukum acara khusus yang diatur tersendiri, 
terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. 
Sebenarnya jika ditinjau dari sejarahnya, keberadaan Lembaga 
Peradilan Agama telah diakui sejak lama. Pemerintah Belanda 
membentuknya dengan Staatblad (LN)1882 No. 152 jo Staatblad1937 
untuk Peradilan agama di Jawa dan Madura, Staatblad 1937 No. 638 dan 
639 di Kalimantan Selatan. Kemudian setelah Indonesia merdeka 
pemerintah membentuk Peradilan Agama untuk selain Jawa-Madura dan 
Kalimantan Selatan dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957. 
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Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur tentang 
Hukum Acara mengenai tata cara memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara. Sehingga Para Hakim Peradilan Agama 
mengambil intisari hukuma cara yang ada dalam kitab-kitab fikih dalam 
penerapannya berbeda antara Pengadilan Agama yang satu dengan 
Pengadilan Agama yang lain. 
Karena ketentuan Pasal 54 UUPA memberlakukan hukum acara 
yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, maka produk peraturan 
perundang-undangan di antaranya; Het Herziene Indlansche Reglement 
(HIR) untuk Jawa-Madura dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten 
(RBg)untuk luar Jawa- Madura Reglement op de Burgerlijke 
Rechtsvordering (BRv) Hukum Acara Raad van Justitie dan Recidentie 
Gerecht untuk golongan Eropa, Burgerlijke Wet Boek (KUHP) buku IV 
tentang pembuktian, Wetboek van Koophandel (WvK) KUHD, Undang-
Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa-
Madura, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. 
Dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tantang Mahkamah 
Agung yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 dan selanjutnya dilakukan perubahan kedua dengan Undang--
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Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum, yang keseluruhannya berlaku di Peradilan 
Umum juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang 
telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agamayang 
meliputi sebagian tata cara pemeriksaan sengketa di bidang perkawinan. 
Hukum acara khusus mengenai tata cara pemeriksaan sengketa 
perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan 
sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama 
sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 
dan Perubahan ke II dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 
2009. 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum 
Islam 
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, tentang Wali 
Hakim 
6. Dan aturan lain berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fiqh 
Islam sebagai sumber penemuan hukum. 
Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan 
proses perkara, kewenangan relatif pengadilan, pemanggilan, 
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pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim 
dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai. 
Diantara perkara-perkara yang diatur dengan acara khusus dalam 
sengketa perkawinan adalah : Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, Li’an, 
Khuluk, Pembatalan Kawin, Izin Poligami, Penetapan Wali Adhol, dan 
Sengketa Harta Bersamadam Perkawinan. 
2.6. Asas-asas Hukum Acara di Peradilan Agama 
Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama terdapat delapan asas-asas umum, yaitu: (1) asas personalitas 
keislaman; (2) asas kebebasan; (3) asas wajib mendamaikan; (4) asas 
sederhana cepat dan biaya ringan; (5) asas persidangan terbuka untuk 
umum; (6) asas legalitas (7) asas persamaan; (8) asas aktif memberi 
bantuan. (Sulaikin lubis, 2005 : 65) 
Berikut ini akan diuraikan tentang asas umum yang melekat pada 
keseluruhan batang tubuh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. Disebut asas umum hanyalah untuk membedakan dengan asas 
khusus yang melekat pada suatu masalah tertentu. Asas umum 
merupakan fundamentum umum dari pedoman umum untuk 
melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang. 
Oleh karena itu, pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya 
tidak boleh menyimpan dan bertentangan dengan jiwa dan semangat 
yang tersirat dan tersurat dalam setiap asas umum. (Sulaikin lubis, 2005 : 
65) 
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2.6.9 Asas personalitas keislaman 
Asas bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan 
kepada kekuasaan kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka 
yang beragama Islam. Dengan perkataan lain, seseorang penganut 
agama non-muslim, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk pada 
kekuasaan Peradilan Agama. Asas ini  diatir dalam pasal 2, penjelasan 
umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1, menurut M. Yahya 
Harahap, dari ketiga keterangan tersebut dapat dilihat bahwa asas 
personalitas keislaman  sekaligus dikaitkan bersamaan dengan perkara 
perdata bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa perkara yang 
menjadi wewenang Peradilan Agama. Oleh karena itu ketundukan 
personalita muslim kepada lingkungan peradilan agama, tidak merupakan 
ketundukan  yang bersifat umum, yang meliputi semua bidang perdata. 
(Sulaikin lubis, 2005 : 65) 
Maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah bahwa pihak 
yang bersengketa harus sama-sama beragama islam, perkara perdata 
yang disengketakan harus mengenai perkara yang termasuk dalam 
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan 
hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut 
berdasarkan hukum islam. (Sulaikin lubis, 2005 : 66) 
Asas personalitas keislaman ini penerapannya menjadi sempurna 
dan mutlak, apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur 
hubungan hukum yang berdasarkan hukum islam. Adapun patokan yang 
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dipakai pada asas ini berdasar pada patokan umum dan patokan saat 
terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah 
mengaku beragama islam, maka pada dirinya telah melekat asas 
Personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadinya hubungan 
hukum di tentukan oleh dua syarat, yaitu: (1) pada saat terjadi hubungan 
hukum kedua pihak sama-sama beragama islam. (2) hubungan ikatan 
hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum islam. 
(Sulaikin lubis, 2005 : 66) 
2.6.10 Asas Kebebasan 
Asas ini bertujuan untuk kemerdekaan kekuasaaan kehakiman 
yang merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. 
Asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 
24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Makna kebebasan kekuasaan 
hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaaan kehakiman 
adalah: (1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. 
Bebas disini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada dibawah pengaruh 
dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya. (2) 
Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak 
extra yudicial, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau 
direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan. (3) 
Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. (Sulaikin lubis, 2005 : 67) 
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2.6.11 Asas wajib mendamaikan 
Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam pasal 65 dan 82 UU 
No. 7 Tahun 1989. Menurut ajaran Islam apabila ada perselisihan atau 
sengketa sebaiknya melalui pendekatan “ishlah” (QS. 49: 10). Karena itu 
asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, 
sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Jadi, hakim peradilan 
agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. 
Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang 
berperkata, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua 
pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih 
kembali dalam suasana rukun persaudaraan. (Sulaikin lubis, 2005 : 69) 
Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang 
berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi 
bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah 
pihak. Oleh karena itu, hasil akhir perdamaian ini harus benar-benar 
merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. 
Sebab perdamaian ditinjau dari hukum islam maupun hukum perdata 
barat (KUH Perdata) termasuk bidang hukum perjanjian. Dalam pasal 
1320 KUH Perdata diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. 
(Sulaikin lubis, 2005 : 69) 
Dalam sengketa perceraian makna perdamaian mempunya nilai 
yang sangat tinggi. Sebabnya adalah dengan dicapainya perdamaian 
antara suami istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan 
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perkawinan dapat diselamatkan. Selain itu dapat diselamatkan kelanjutan 
pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal. Oleh karena itu, agar 
fungsi mendamaikan dapat dijalankan oleh hakim lebih efektif, hakim 
harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi 
persengketaan. (Sulaikin lubis, 2005 : 70) 
2.6.12 Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 
Asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, dan 
pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 
1970. Makna yang lebih luas dari ayat ini, dicantumkan dalam penjelasan 
umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Sedangkan UU No. 7 
Tahun 1989 tidak ada lagi memberi penjelasan yang ada hanya sekedar 
memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana 
cepat dan biaya ringan yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 berlaku 
sepenuhnya dalam undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam 
penjelasan umum angka 5 alenia kelima yang berbunyi: setiap keputusan 
dimulai dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, 
peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. (Sulaikin 
lubis, 2005 : 71) 
Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur 
kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim 
memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua 
jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif 
tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan 
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kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Jadi, yang dituntut dari hakim dari 
penerapan asas ini adalah sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak 
cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan. 
Pemeriksaan dilakukan secara wajar, rasional dan objektif dengan 
memberikan kesempatan yang berimbang kepada masing-masing pihak 
yang bersengketa. Hakim tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan 
dan penilaian menurut hukum dan keadilan, asas ini tidak boleh 
dibelokkkan dan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, 
dan keadilan. (Sulaikin lubis, 2005 : 72) 
2.6.13 Asas Persidangan Terbuka untuk Umum 
Pengertian dan penerapan asas ini mempunya makna yang luas, 
yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan 
persidangan. Di samping itu termasuk juga mengenai keluwesan dan 
kebijaksanaan para hakim dalam menyiapkan akomodasi bagi para 
pengunjung sidang, ketertiban, pengambilan foto, dan reportase. Asas ini 
diatur dalam pasal 59 UU no. 7 Tahun 1989 di bawah bab tentang hukum 
acara. (Sulaikin lubis, 2005 : 72) 
Dalam pelaksanaannya, sebelum persidangan hakim menyatakan 
bahwa “persidangan ini terbuka untuk umum”. Namun demikian, meskipun 
hakim lupa mengucapkan, tidaklah mengakibatkan pemeriksaan batal. 
Yang penting adalah pelaksanaan yang terjadi dipersidangan, yaitu hakim 
memperkenankan setiap pengunjung untuk menghadiri dan menyaksikan 
jalannya pemeriksaan. Asas persidangan terbuka untuk umum ini 
35 
menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang dan 
menyimpang. Selain itu, pemeriksaan terbuka ini juga berdampak edukasi. 
(Sulaikin lubis, 2005 : 72) 
Asas persidangan terbuka untuk umum ini dikecualikan dalam 
perkara perceraian. Hal ini di atur dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 
Tahun 1989 jo. Pasal 33 dan Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975, yang 
menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam 
sidang tertutup. (Sulaikin lubis, 2005 : 73) 
2.6.14 Asas Legalitas 
Asas legalitas tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) yang bunyinya 
persis sama dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 
1970 yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membeda-bedakan orang”. (Sulaikin lubis, 2005 : 75) 
Dalam rumusan ini, dapat dipahami dalam asas legalitas 
terkandung di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan 
persamaan hak dan derajat setiap orang yang berkara di depan sidang 
pengadilan . baik asa legalitas maupun persamaan hak, keduanya 
mengandung hak asasi setiap orang. Hak legalitas meliputi hak asasi 
yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan 
hubungan dengan persamaan di hadapan hukum atau asas equality. 
(Sulaikin lubis, 2005 : 75) 
Makna dari asas legalitis pada prinsipnya sama dengan pengertian 
“rule of law”. Apabila asas ini dikaitkan dengan negara Republik Indonesia 
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yang merupakan negara hukum, maka sudah sewajarnya pengadilan 
yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan 
peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Artinya hakim yang 
berfungsi dan berwenang menggerakkan peradilan, tidka boleh bertindak 
di luar hukum. Hukum memegang supremasi dan dominasi. Gambaran 
ideal dan teoritisnya adalah hukum berada di ata segala-galanya. Namun 
dalam praktiknya dalam masyarakat ternyata masih banyak terjadi 
penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para 
penegak hukum. (Sulaikin lubis, 2005 : 76) 
Berkaitan dengan penegakan hukum menurut hukum melalui 
badan peradilan, masalah yang timbul adalah mengenain makna hukum. 
Apa yang dimaksud dengan hukum? Pengkajian tentang pengertian 
hukum  dapat dilakukan dengan berbagai sudut pandang, antara lain 
melalui pendekatan filosofis, sosiologis, faham positifisme, realisme, dan 
syariah. Ada perbedaan mengenai pengertian hukum ditinjau dari sudut 
pandang syariah dan sudut pandang paham Barat. Hukum menurut 
paham syariah adalah berarti bersumber dari  segala kehidupan yang 
berkenaan dengan nilai hukum, moral, dan etika. Dalam pandangan 
syariah, hukum adalah anugerah Allah yang diciptakn-Nya sebelum 
masyarakat ada. Hukum bukanlah ciptaan manusia. Sedangkan dari sudut 
pandang Barat, hukum lahir dari masyarakat dan dibuat oleh masyarakat 
untuk kepentingan ketertiban masyarakat secara temporal. (Sulaikin lubis, 
2005 : 76) 
37 
Tinjauan ini hampir sejalan dengan pandangan berkembang dalam 
analisis ilmu fiqih dalam menentukan hukum. Dalam fiqih yang 
dikembangkan opleh para mujtahid, yang dapat dianggap sebagai syariah 
atau hukum, adalah nilai-nilai yang terdapat dalam nash Al-Qur’an, as 
Sunnah dan semua nilai normatif yang tumbuh dari kekuatan Ijma dan 
qiyas.  Di samping itu dapat juga dikembangkan lagi dengan istihsan, 
istislah, maslahah-mursalah, dan urf. Seluruh nilai-nilai yang 
dikembangkan oleh para mujtahid ini tidak boleh bertentangan dengan Al-
Qur’an dan as Sunnah. (Sulaikin lubis, 2005 : 77) 
Selanjutnya, tanpa mengurangi nilai-nilai yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan, agama, moral, ekonomi, kultur, 
kebiasaan dan kepatutan, nilai normatif yang termuat dalam yurisprudensi, 
dan asas-asas doktrin hukum dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian 
hukum. Bahkan dewasa ini nila-nilai ajaran globalisme, yaitu nilai yang 
bersifat universal, humaniter, dan egaliter telah dianggap sebagai aturan 
hukum dalam lalu lintas pergaulan antar bangsa. Penerapan nilai-nilai 
melalui asas funsionalisme dalam rangka jalinan interdependensi 
masyarakat bangsa-bangsa. (Sulaikin lubis, 2005 : 77) 
2.6.15 Asas Equality 
Makna equality adalah persamaan hak. Apabila asas ini 
dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang 
mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. 
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Jadi, hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum. (Sulaikin lubis, 
2005 : 78) 
Sehubungan dengan asas equality ini, maka dalam praktik 
pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental, yaitu : 
1. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “equal 
before the law”. 
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on 
the law”. 
3. Mendapatkan hak perlakuan dibawah hukum atau “equal justice 
under the law”. 
Ketiga patokan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dicerai pisahkan. Penerapan tidak sama sendiri-sendiriketiganya harus 
diterapkan serempak dan bersama-sama. Dengan perkataan lain, 
ketiganya merupakan rangkaian fundamen yang harus ditetapkan secara 
utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. (Sulaikin lubis, 2005 : 78) 
2.6.16 Asas Aktif Memberi Bantuan 
Asas ini dicantumkan dalam pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 
1989 jo. Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi : “ 
Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Sulaikin lubis, 2005 : 
78) 
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Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan hakim 
bertindak sebagai pimpinan sidang. Oleh karena itu, dia mengatur dan 
mengarahkan tata tertib pemeriksaan. Selain itu, Hakim juga berwenang 
menentukan hukum yang diterapkan dan berwenang memutuskan perkara 
yang disengketakan. Pengaturan dalam HIR dan RBg, menetapakan 
kedudukan hakim sebagai pimpinan yang aktif, yaitu antara lain 
melakukan pemeriksaan persidangan secara langsung dan proses berita 
acara secara lisan. Pemeriksaan persidangan secara langsung artinya 
antara para pihak dengan hakim terjadi hubungan langsung yang hidup, 
sejak awal sampai berakhir pemeriksaan persidangan. Hakim langsung 
berhadapan dan mendengar serta mencatat seluruh keterangan dan 
jawaban yang disampaikan oleh para pihak dan saksi. Hakim sendiri yang 
mengajukan pertanyaan dan pemeriksaan dalam persidangan. Demikian 
pula jika diperlukan proses beracara secara lisan, pada dasarnya 
pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan antara para pihak 
berlangsung secara tanya jawab dengan lisan. Namun tidak menutup 
kemungkinan boleh mengganti dengan jawaban tertulis. (Sulaikin lubis, 
2005 : 78) 
Ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 UU 
No 14 Tahun 1970 merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan 
fungsi pemberi bantuan. Namun ketentuan pasal ini hanya menegaskan 
subjeknya saja, yaitu “para pencari keadilan”. Ada pendapat yang 
menyatakan bahwa perkataan pencari keadilan itu mengandung makna 
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konotasi pihak penggugat. Bila ditinjau dari segi hukum perdata, yang 
berperkara di depan sidang pengadilan dan sama-sama mencari keadilan 
itu adalah pihak penggugat dan pihak tergugat. Oleh karena itu, pendapat 
yangt menyatakan bahwa pencari keadilan itu hanya pihak penggugat 
adalah tidak tepat. Berdasarkan uraian tersebut, perkataan para pencari 
keadilan meliputi penggugat dan tergugat.  Dan hakim memberikan 
bantuan kepada penggugat dan tergugat. (Sulaikin lubis, 2005 : 79) 
Masalah lain yang perlu dijalaskan adalah tentang objek bantuan 
yang dapat diberikan hakim. Mengenai objek bantuan ini akan ditinjau dari 
dua sudut, yaitu berupa batasan umum dan berupa rincian masalah yang 
dapat dijangkau hakim dalam memberikan bantuan atau nasihat. Tentang 
batasan umum dapat dijelaskan bahwa pemberian bantuan atau nasihat 
adalah sesuai dengan hukum sepanjang menganai hal-hal yang berkaitan 
dengan masalah formal. Artinya, jangkauan  fungsi pemberian nasihat dan 
bantuan tersebut berkenaan dengan tata cara berproses di depan sidang 
pengadilan. Sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil 
atau pokok perkara tidak termasuk dalam jangkauan fungsi tersebut. Hal 
ini bertujuan supaya jalannya pemeriksaan lancar, terarah, dan tidak 
menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan undang-undang. 
Selain itu, jangan sampai kekeliruan formal mengorbankan kepastian 
penegakan hukum. (Sulaikin lubis, 2005 : 79) 
Demikian beberapa rincian tentang fungsi kewenagn hakim 
membantu dan memberi nasihat kepada para pencari keadilan. Hal ini, 
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tidak bersifat liminatif, namun masih dapat dikembangkan, asalkan masih 
dalam persoalan hukum formal. (Sulaikin lubis, 2005 : 80) 
2.7.   Tinjauan Umum Tentang Saksi 
2.7.4 Pengertian Saksi 
       Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di 
persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan 
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu 
pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Saksi ialah orang 
yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau 
keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri.  
Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan 
yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga 
yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak 
ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif 
dari pada pihak yang berkepentingan sendiri. Para pihak yang berperkara 
pada umumnya akan mencari kebenarannya sendiri. Betapa pentingnya 
arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak 
peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti 
tertulisnya. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya 
alat bukti yang tersedia. 
Alat bukti berupa kesaksian dalam praktik hukum acara perdata di 
persidangan sangatlah penting karena berfungsi untuk menguatkan 
tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan hukum yang 
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dilakukan para pihak yang berperkara, khususnya kejadian atau 
perbuatan hukum para pihak yang pembuatanya dilakukan dibawah 
tangan, keberadaan saksi sangatlah penting karena apabilah salah satu 
pihak yang mengingkari dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk 
memperkuat adanya kejadian atau peristiwa hukumnya. (Sarwono, 2011 : 
255) 
2.7.5 Dasar Hukum Alar Bukti Kesaksian 
Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, 
pasal 165-179 RBg, 1895 dan 1902-1912 BW. Keterangan yang diberikan 
oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, 
sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah 
merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR 
dan pasal 308 ayat 2 RBg, 1907 BW. Bahwa saksi harus memberi 
keterangan secara lisan dan pribadi terdapat dalam pasal 140 ayat 1 HIR, 
pasal 166 ayat 1 RBg dan pasal 148 HIR, pasal 176 RBg. 
Saksi-saksi yang dipanggil ke dalam pengadilan agama 
mempunyai kewajiban-kewajiban menurut  hukum, antara lain : (1) 
kewajiban untuk menghadap persidangan pengadilan agama setelah 
dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan pasal 
139-141 HIR, (2) keewajiban untuk bersumpah menurut agama yang 
dianutnya, dengan ancaman jika tidak mau bersumpah maka dapat 
ditahan sampai saksi tersebut bersedia memenuhinya, hal ini sesuai 
dengan pasal 147-148 HIR dan pasal 175-176 RBg, (3) kewajiban untuk 
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memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman jika tidak mau, 
dapat ditahan sementara sampai saksi tersebut bersedia memberikan 
keterangan yang benar, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 148 HIR 
dan Pasal 176 RBg. (Abdul Manan, 2000 : 143) 
2.7.6 Syarat-syarat Alat Bukti Kesaksian 
Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar 
sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. 
(Abdul Manan, 2000 : 144) 
A. Syarat formil alat bukti saksi antara lain: 
1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan 
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. 
Berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg ada 
pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi 
yakni keluarga sedarah atau semenda karena perkawinan 
menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau 
suami dari salah satu pihak yang berperkara meskipun 
telah bercerai, anak-anak dibawah umur dan orang yang 
tidak waras atau gila. 
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, 
menyetakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. 
Berdasarkan pasal 146a (4) HIR dan pasal 174 RBg orang 
yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu 
saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, 
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keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai 
derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan 
menyimpan rahasia jabatan. 
4. Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya. 
 
B. Syarat materiil alat bukti saksi antara lain: 
1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang 
dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. 
Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber 
pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran 
dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap 
tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang 
demikian dalam hukum pembuktian disebut “testimonium 
de auditu”. Keterangan seperti ini tidak punya kekuatan 
dalam hukum pembuktian. 
2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunya sumber 
pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada 
pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg. Pendapat 
atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal 
pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah 
sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171a (1) HIR 
dan pasal 308a (1) RBg. 
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3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling 
bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang 
sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan 
Pasal 309 RBg. 
Dalam pasal 169 HIR, pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPerdata 
bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat 
dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi 
(unus testis, nullus testis). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti 
lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. 
Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian 
yang sempurna oleh hakim, dalam memutus perkara. Hakim dapat 
membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya 
mengajukan hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada bukti 
lainya. (Abdul Manan, 2000 : 144) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
46 
BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Agama  
Makassar, dengan dasar pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut lebih 
mudah dijangkau oleh penulis. 
3.2  Jenis dan Sumber Data  
3.2.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan 
tanya jawab langsung kepada pihak yang terkait dengan objek 
penelitian. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran 
studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan 
perundang-undangan atau dokumen, literatur serta karya ilmiah 
yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian yang 
diteliti. 
3.2.2 Sumber Data 
Adapun sumber data dari penulisan ini, yaitu: 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan yang didapatkan dari Hakim atau Ketua 
Pengadilan Agama makassar dan pihak-pihak terkait. 
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b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu 
sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari atau 
menelaah beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang 
dapat mendukung penulisan skripsi ini. 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Teknik Wawancara (Interview), yang dilakukan penulis untuk 
memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari 
responden atau informan dengan menggunakan cara 
wawancara langsung. 
b. Teknik Kepustakaan, dilakukan melalui penelitian kepustakaan, 
di mana penulis akan mengumpulkan data dengan cara 
mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
3.4 Teknik Analisis Data 
Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan 
dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan 
secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
  
48 
BAB 4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 
Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan 
gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh 
gedung permanen seluas 150 m2untuk Rencana Pembangunan Lima 
Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana 
peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah 
personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi 
keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan 
prasarana yang menunjang dan memadai.  
Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung 
baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis 
Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 
M2  dan Luas Bangunan 1.887,5 M2 . Ketua pengadilan agama kota 
makassar yaitu Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H Periode Tahun 
2010 s/d (Sekarang). Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota 
Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut: 
-          Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 
-          Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
-          Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 
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-          Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
4.2 Perkara-Perkara dengan Kesaksian Non Muslim sebagai  Alat 
Bukti Pengadilan Agama Makassaar  
Hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa 
tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus 
berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu 
mengandung asas hukum yang benar. Dalam perkara di Pengadilan 
Agama, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mengajukan alat 
bukti yang berupa saksi. Terkait saksi, menurut narasumber dalam setiap 
berperkara di Pengadilan Agama, yang lebih diutamakan untuk dimintai 
kesaksiannya adalah saksi muslim. 
Berikut ini adalah salah satu perkara yang diadili di Pengadilan 
Agama Makassar yang saksinya non muslim. 
Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut 
Fulan binti fulana, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTP, Blok xx, Nomor xx, 
Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar 
selanjutnya disebut sebagai penggugat. 
Melawan fulana binti fulan, umur 45 tahun, agama islam, 
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di 
BTP, Blok xx, Nomor xx, kelurahan Paccerakkang, Kecamatan 
Biringkanaya, Kota Makasar, selanjutnya disebut Tergugat. 
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Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 maret 2014 
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan 
Nomor 481/Pdt.G/2014/PA.MKs, telah mengemukakan dalil-dalil pada 
pokoknya sebagai berikut, sebagaimana tertuang dalam point 1,4 dan 6, 
Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari 
jumat tanggal 8 maret 2002, di kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang 
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bulukumba, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah 
Nomor 41/6/III/2002, Tanggal 8 Maret 2002. 
Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga antara penggugat dan 
tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena sering 
terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah tergugat sering menyakiti 
badan penggugat hingga memar dan mengeluarkan kata-kata kasar yang 
tidak pantas didengarkan oleh penggugat. Bahwa selama pisah tempat 
tinggal antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi namun 
penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya. Akhirnya 
penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar. 
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat 
telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut: 
a. Bukti berupa surat Kutipan Akta Nikah Nomor 41/6/III/2002, 
Tanggal 8 maret 2002, yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. 
b. Bukti 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : 
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1. Suryaningsih binti Husain, umur 53 tahun, agama Islam, 
Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTP, Blok xx 
Nomor xx Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar. 
2. Sri Hastuti binti Riyanto, umur 40 tahun, agama Kristen 
Protestan, pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di BTP, 
Blok xx Nomor xx Kelurahan Sudiang, Kecamatan 
Sudiang, Kota Makassar. 
4.3 Alasan dan Faktor-Faktor yang melatar belakangi  Pengadilan 
Agama Makassaar Menerima Perkara  Kesaksian  non muslim 
sebagai alat bukti Perceraian  
Kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar 
orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, 
Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah. 
Kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 49 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama hanya 
berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang 
beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Perkara 
kesaksian saksi non muslim sebagai alat bukti perceraian di Pengadilan 
Agama Makassar sebagaimana terdaftar dalam register perkara di 
Pengadilan Agama Makassar, perkara tersebut diterima oleh majelis 
hakim.  
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Adapun alasan majelis hakim dalam menerima perkara tersebut 
dikarenakan kewenanganya dalam menyelesaikan perkara perceraian. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Hakim Yasin 
ervan dan Komaruddin pada hari Kamis tanggal 25 September 20014, 
bahwa alasan atau faktor diterimanya perkara kesaksian non muslim 
sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, karena kewenangan 
lembaga atau institusi,dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat 
yang selalu berkembang dan adanya faktor menyimpang dari aturan 
hukum yang ada. Selain itu saksi tersebut betul-betul  menyaksikan 
kejadian yang didalilkan pihak yang berperkara. Kemudian perkara yang 
sudah ada membutuhkan suatu penyelesaian. Untuk itu kita sebagai 
aparat penegak hukum wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi 
dengan sebaik baiknya. 
4.4 Kedudukan Saksi Non Muslim 
Pada dasarnya asas keislaman adalah asas utama yang melekat 
pada undang-undang peradilan agama yang mempunyai makna bahwa 
pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di 
lingkungan peradilan agama hanya karena yang beragama Islam. 
Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan 
agama di lingkungan peradilan agama. Dengan kata lain, seorang 
penganut agama non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan 
tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur dalam Pasal 
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2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penegasan asas personalitas dapat 
dianalisis sebagai berikut : (Ahmad Roikan 2013 : 71) 
a. Menunjuk pada para pihak yang berperkara ataupun yang menjadi 
bagian dalam penyelesaian perkara harus beragama Islam, Jika 
salah satu pihak atau yang menjadi bagian dalam perkara tersebut 
tidak beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan 
kepada kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama. 
b. Menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. 
Dalam hal ini haruslah hukum Islam, jika hubungan hukum yang 
terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka perkara tersebut tidak 
menjadi kewenangan pengadilan agama. Asas personalitas 
keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila didukung dan tidak 
dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah mendasarinya 
yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan pegangan yang dapat 
dijadikan acuan kapan pengadilan agama berwenang dan 
menyelesaiakan permasalahan yang terjadi. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 
Hakim Yasin Ervan dan Komaruddin  pada hari kamis tanggal 25 
September 2014, mengemukakan bahwa persoalan saksi non muslim di 
Pengadilan Agama dapat kami terima. Mengenai kedudukan saksi antara 
saksi muslim dan saksi non muslim diperlakukan sama. Misalnya dalam 
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perkara Ekonomi Syariah atau perkara apapun itu  saksi non muslim 
diperlakukan sama dengan saksi muslim. 
Narasumber juga menuturkan bahwa jika dalam proses berperkara, 
pihak yang berperkara mengajukan beberapa saksi untuk memberikan 
kesaksiannya maka yang lebih diutamakan untuk dimintai kesaksiannya 
adalah saksi yang beragama islam.  
4.5 Kekuatan pembuktian saksi non muslim 
Kekuatan pembuktian atau biasa disebut sebagai efektivitas alat 
bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. 
Faktor-faktor tersebut dapat berupa psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap 
penegak hukum, hubungan dengan masyarakat). Salah satu fungsi hukum 
baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur 
adalah membimbing perilaku manusia. Dalam menilai suatu kekuatan 
pembuktian mengenai adanya keterangan saksi, hakim harus sungguh-
sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu:  
a.   Singkronisasi antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain; 
b.   Singkronisasi antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang 
lain; 
c.   Alasan yang digunakan oleh saksi dalam memberi keterangan 
tertentu; 
d.   Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umunya dapat mempengaruhi/ tindakannya keterangan saksi 
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dipercaya. (http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kekuatan-
pembuktian. Diakses pada 14 oktober 2014) 
Kekuatan pembuktian antara saksi non muslim dan saksi muslim 
dalam proses beracara di pengadilan agama, tidak dibedakan. Kedua 
duanya memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Dan hal ini sesuai 
dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu yang 
berbunyi sebagai berikut : “ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang 
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang 
telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. 
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